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BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
nFjfT KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG M ARA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadali perkara-perkara
rprHgfa rmirtvi tinolmt nprtama tplab mpniatnbkan nersetanan Halssm nerkara
permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

s Pri Kjritf umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorsr,
beralamat di Belawae, Desa Ajangpulu, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone,

Halatn bal ini hartiTidak atas nama dm sendifi dan selaku kiiasa biikviTrt darr
Hj. Macita binti Dabe, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga,

Kearfptr 72t firscrfrai H iCcss. Ajstipulu Kee2zmituri Sibulue Knbupatcn

Bone.

AKa® hin Pdlon”nl, nmnr 44 tafnin aaania Tclatn nplrpriaan natani  hartfarmat tinfrrral

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 1m0

di Belawae, Desa Ajangpulu, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.

o 1w oo I FEMIN. orroyme, Telom. noloriatin Tinigen, MOtNATH teprerre,
bertempat tinggal di Belawae, Desa Ajangpulu, Kecamatan Sibulue, Kabupaten
Bone.

Marniati binti Palancoi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga,
o BR00x Trvtn-ol B Rolnnong, (... AOitmiln- 1sspomefon QKIS 11 !
Bone.

hifiti PolfifiRfti iimiir RRyig Tclfim iiriicsiA frtiRli tismo?
bertempat tinggal di Belawae, Desa Ajangpulu, Kecamatan Sibulue, Kabupaten
IHmp_Qplsnintfiv?? JnAmolinn
Pengadilan agama tersebut.
MpARC tAPArRIR

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA
ALLTANY 1o Yisim/s nAmpyint SN e Ty e sureif nA franlinmn ,, Al 1A
Desember 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor:
224/P4tp/ 2712 /PA wtp tanggal 14 Desember 2012, yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

Hal. 1dari 7 Pen. No. 224/Pdt.P/2012 /PA.Witp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) alaman



Dir ekt edtive peinosa rndidm hikakmaing AlgiLamgriete paatehikviinElonesha
putusan.mefikamahag Hegiaolith, . o

2. Bahwa kedua orang tua almarhum Palancoi bin Banrula telah lebih dahulu

mavinffiL  HofvsH? slrosrivTm

4. Bahwa almarhum Palancoi bin Banrula sewaktu meninggal dunia, meninggalkan ahli
wortc yj>tirr tArHiri Hart
- Hj. Macita binti Dabe (isteri).
Abbas bin Palancoi (anak kandung).
- Sutami binti Palancoi (anak kandung).
1 \itrtft Polaricci ~Cndl Imndung”
- Marlina binti Palancoi (anak kandung).
Tfacrrs;ati binti Palancoi (anak kandung).
5. Bahwa pewaris meninggalkan pula harta berupa tabungan pada Bank BNT Cabang
6. Bahwa, maksud dan tujuan permohonan ini adalah untuk memenuhi salah satu
WQATsIoHT* fjHroirseHrei psnSliksn U3.ng tCrSChlit.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, pemohon memohon kepada Ketua
Ppngririilor' - Affamo Watamnnn® r¢. Majelis Malrtm vara memrribQa Han mpnnadili
perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1 Mengabulkan sclupjh pcririohonan pemohon.

2. Menyatakan bahwa pewaris Palancoi bin Banrula telah nyata meninggal dunia pada
fanotral 1% 9019

3. Menyatakan pemohon Kasmiati S. Pd binti Palancoi (anak kandung), Hj. Macita binti
ORKR ramvan AWIEE Kitka a vavasvvia smisanX ARIREIRLS. QDERNKEL KIEEL A ssavanava AURSEX
kandung), Mamiati binti Palancoi (anak kandung), Marlina binti Palancoi (anak
kandung) adalah ahli waris dari Palancoi hin Banrula.

4. Menetapkan harta yang tersebut pada posita permohonan Nomor 5 adalah harta
peninggalan pawaris Palancoi bin Banrula

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Mmimhano hnhwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah
menghadap di persidangan, lalu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan

nrot QAN RO B ARG qat0 * 0 n SR A Al g
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1 Salinan Penetapan Isbath Nikah Nomor 192/Pdt.G/2012/PA.Wtp bertanggal 5

2012 (hukti PI).
2. Silsilah keluarga (bukti P2).
"l Fntn knni gpgnai 35b rlati hprrpfprai  riivim Vv pirfii  JCpliiaroa  NJnrnor
7308082402073611 tanggal 4 Oktober 2007 (bukti P3).
4. Fcto kopi sesuai asli dan bsrmstsrai cubjp, Surat Ksmatian Nomor 209/0AP/X /

2012 dari Kepala Desa Ajangpulu, Kecamatan Sibulue (bukti P4).
S Fntn Irnni opoiiAi noli HAn Hnrrantnri nninm T oKotioo RXTT K-tI*Or PAhano SCl-akalia
an. Palancoi bin Banrula dengan Nomor Rekening 0156450757 (bukti P5).
Afpnimintr - Klwdn, colpin, KU, qumt,. PAmmifinn, tA7F mils?, ntprstnHinyy O
orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
Saks! kesatu ' H, Abu bin H. Wahids, pada pokoknya msncrangkan :
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah ipar pemohon.
voveevo SSTRIDOMONIM 0y ine Pl ASE I5AtIoRO] ..., fOmYSL 17
2012.
P3MN7Q VaHig nmnn tho Tintrmt onHnF 1pKili Hyliiilii 2 AtiOQul Hntiio
- Bahwa isteri Palancoi bernama Hj. Macita.

Marniati, Marlina dan Kasmiati.
Qdl-d \VpH.? » Thvpe Ar? AjptiH] ?aVap, i 2r2prPfotiaVpr? «
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan orang tuanya karena pemohon adalah
kenonakan .saksi.
- Bahwa ayah pemohon bernama Palancoi, sedang ibunya bernama Hj. Macita.
Bokwo pemohon mempunyoi 4 orsng mudore yoitu affst Qntomi ivismiat? £ ?
Marlina.
“Rahwdl Pnlnnni- onHnF miriirigggn] Honia;nnbn_tonfrasea . Wi 0019
- Bahwa orang tuia Palancoi sudah lebih dahulu meninggal dunia.
xRS paie  NGINEETTS - aphigligh,  IATHIGEQD #aol  OVON
mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.
AlenimbEng, bshwE tentEng jEIEnnyE pemeriksEEn de<Bm ppriiHana™m  cpmn™ nv??
telah termuat didalam berita acara persidangan dan merupakan bahagian yang tidak
fomtolit'on (Ipnrvoti npfipfarton irt
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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sebagaimana telah diuraikan di muka.

ar niiviitr? xrancy fnpfSTitifiiviIrsf? nptripriveQ Q ti

permohonan pemohon adalah Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang,
Nnmnr- 7 T2hnn _1QRQ, . Hiiihnh Hpgosm T A J n r.gn r * 7 _ 000"

yang terakhir diuban dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, tentang

T>#ar*eraA llan Aeram a

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan ahli
WINQ a+ac mpnitinrcrolti’y?* PabtiPGi_Ht! T"annila_oimyji Qatii pfrnQjvaratan

administrasi untuk penarikan uang tabungan an. Almarhum Palancoi pada Bank BNI
PoK ntir? Q jntrcr\.-renrr
Menimbang, bahwa ada tiga unsur yang harus terpenuhi dalam perkara
kewarisan yaitu j
1 Adanya orang yang meninggal dunia (pewaris).
JCW)L XAJIVJ\/LJU MchAharera ranrr Av\i/!ir?rrrrallresn eol**arrest glgit nnmNrJ&J 6ar‘1|
3. Ada harta benda yang ditinggalkan.
Avptt fAtorsi VofAtso fIAfIr<3f9 its? Isoptro npfwnliAtson AAtiptAriAft QpKafrgi oh!i waris, bukan

untuk membagi harta warisan, sehingga unsur ketiga sebagaiman tersebut di muka tidak

iprlu 3H3

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka
DAL nAINEsting naAa pMitnm, A 0 rmoRoRaR. NANcY NaeNINER, acrar nangy tshuafran.
an. Almarhum Palancoi ditetapkan sebagai harta peninggalan, tidak dapat diterima.

\HOnirnh3na bahwa s”baonirnann telah Hi®nhiitkan bahwa linsur nprfarna Hari
munculnya hak waris mewarisi adalah adanya pihak yang meninggal dunia, maka
OIS kil Yolad W Ot B BLERM QRRBEET 0 IAMISE Y ALER BSDIRDELEE Rk Uitk cA K esrrai nppLanic

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan alat bukti (P4) berupa Surat
Kematian yang diterbitkan oleh Kepala Desa Ajangpulu, Kecamatan Sibub™e iCahimnten
Bone, dan bukti P4 tersebut adalah bukti surat yang diterbitkan oleh pejabat yang
U r4angseiy RASHIG FIa. fnaya, fslavt AU VevsTsra Tooekatsiant Vim. Toguialls fulahd uarrsariig)
dunia pada tanggal 15Mei 2012.

Menimbang, bahwa untuk membuktiksn adanya hubungan keluarga antara

pemohon sebagai ahli waris dengan almarhum Palancoi bin Banrula bukti PI, bukti P2

o WG . SRRITIOOGIST Q00N ... onon Tckofli XTtnle - Cilntolt ITolnomn .
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Direlkbaur kel S AIMABLK Bdmodi) yag Lrid@nfRl@i LbEHikK diotom aisika
PUtUS aihdR AKAHIMAHRAN 2aRACS! bin Banrula dan Hj. Macita.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di muka, pemohon telah pula

menghadirkan dua orang saksi masing-masing H. Abu bin H. Wahide dan llyas bin
Nandu yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah bahwa benar Palancoi telah
meninggal dunia karena sakit, almarhum mempunyai 1 orang Isteri dan 5 orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka
telah terbukti bahwa:

- Palancoi bin Banrula telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2012, karena sakit.
- Almarhum Palancoi sewaktu meninggal dunia meninggalkan isteri, 5 orang anak.
- Isteri dan anak almarhum tersebut, sesmuanya beragama Islam.

Menimbang, bahwa dari uraian di muka, dan dengan berdasar pasal 174 ayat (2)
KHI, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi ahli waris almarhum Palancoi bin
Banrula adalah sebagai berikut:

- Hj. Macita binti Dabe (isteri).

- Abbas bin Palancoi (anak kandung).

- Sutami binti Palancoi (anak kandung).

- Mamiati binti Palancoi (anak kandung).
- Marlina binti Palancoi (anak kandung).
- Kasmiati binti Palancoi (anak kandung).

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan dianggap telah terbukti,
maka permohonan penetapan ahli waris para pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal. 89 UU. No. 7 Tahun 1989, yang telah
dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006, terakhir dirubah dengan UU. No. 50 Tahun
2010, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan Pasal. 49 ayat (1), dan Psl. 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor:
7 Tahun 1989, yang yelah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006,
tedrakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 dan Pasal. 174

Kompilasi Hukum Islam, serta hukum-hukum syar’i yang bertalian dengan perkara ini.

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebahagian.
2. Menyatakan Palancoi bin Banrula yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei
2012 di Desa Ajangpulu, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sebagai pewaris.
3. Menetapkan:
Hj. Macita binti Dabe (isteri).

Hal. 5 dari 7 Pen. No. 224/Pdt.P/2012 /PA.Wtp.
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- Marniati binti Palancoi (anak kandung).
Adarln®s HINRPP1mpnh_«

- Kasmiati S.Pd binti Palancoi (anak kandung).
AN wans ajmarhnm PAmroi Hn

4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 166.000.-
/ cpfttflic rthn

5. Menyatakan tidak menerima permohonn pemohon selain dan selebihnya

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 M.
bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1433 H, oleh kami Drs. Alimuddin Rahim, S.H,
MH sebagai Hakim Ketua Maielis Drs H Amiruddin MH dan Drs Muhlis, SH
masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
tprhiilrm untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh hakim Anggota

dan Drs. Jamaluddin Rahim, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon.

METERAI Ketua Majelis
TEMPI~
TO1

DCD6&IBF5

ENAVRIBURLAAH
1

W W m
Drs. Alimuddin Rahim, S.H, M.H.

Rincian Biaya Perkara:
1 PmpmPnHYotn « Th  30non-

2. BiayaATK : Rp.  50.000,-
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5 Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Tiim 1-ili 1.« A

AO
WWw.Vw
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